BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG
J1. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

"’ BAWASLU

Email . selpinrang/@bawashi.go.id

Nomor : 237/PM.00.02/K.SN-14/09/2024 Pinrang, 03 September 2024
Sifat : Penting

Lampiran :-

Hal - Imbauan Pada Pelaksanaan

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang

. Tempat

A. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;

c. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-
XVI1/2019;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
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Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubermnur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

k. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

|. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024
tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

m. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024
tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan
Startegi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota.
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B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil

Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
berbunyi:

Pasal 30 huruf a, angka (2)
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap,

Pasal 22A ayat (1) dan (3)
(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas
Kabupaten/Kota.

2. Peraturan mengenai Penyusunan daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2024:

Pasal 58 ayat (9) dan (7)

(6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan
secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun
warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

(7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan
tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan
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dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berakhir.

3. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan
daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

(a) Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang berbunyi:

b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

(b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai
berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih

dilakukan terhadap proses:

1. pengolahan DP4;

2. pembentukan PPDP;

3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan,
tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta
penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya,

5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai
dengan tingkatannya;

6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;

7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara
berjenjang sesuai dengan tingkatannya;

9. penetapan DPT; dan

10. pencatatan DPPh dan DPTb.

4. Peraturan mengenai mekanisme pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 oleh Bawaslu:

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang berbunyi:
(2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:
a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administrasi; atau
b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
(3) saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang

ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.

C. Bahwa dalam rangka memastikan data dan daftar pemilih yang valid dan akurat serta
memberikan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia
(WNI) yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang maka Bawaslu Kabupaten Pinrang
mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang :

1. Memastikan pelaksanaan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan rekapitulasi
Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan
tingkatannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Tahun 2024
dilaksanakan sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. '

2. Memastikan KPU Kabupaten Pinrang dan jajarannya telah menindaklanjuti Saran
Perbaikan Pada Pleno DPS secara berjenjang.

3. Memastikan seluruh tanggapan masyarakat dan saran perbaikan dari Pengawas
Pemilu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

1 BAKRLM.PD

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.
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